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PUTUSAN
Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Ktb.
2N ;
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan
majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
Penggugat binti xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sepagar, 07 Maret 1992,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Desa Terangkih, Rt.003, Rw. 002,
Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, sebagai
Penggugat;
melawan

Tergugat bin xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Bahim, 06 Mei 1984,
agama Islam, pekerjaan Supir Tangki, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di Toko Mulia (samping
Jembatan), Jalan Raya Lontar, Desa Sepagar, Rt. 01, Kecamatan
Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2020
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 03 November
2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta
Nikah Nomor 109/08/V11/2011 tanggal 11 Juli 2011) ;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Terangkih, RT.003, RW. 002,
Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, sampai dengan
sekarang. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama :

a. Anak 1 binti xxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 24-04-2012, di
Terangkih.

3. Bahwa sejak Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling
dominan adalah karena Tergugat tempramental dan kasar kepada
Penggugat, dan Tergugat sudah 3 kali menyerahkan Penggugat kepada
orang tuanya.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2020,
kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat.

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga
sekarang selama 7 bulan lebih.

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun
kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat
serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga
yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan
demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini ;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kotabaru Cqg. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan
Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Siti Fatimah, S.H.l., M.H. .sebagaimana Penetapan Mediator
tanggal 02 Desember 2020 dan laporan mediator tanggal 14 Desember 2020
menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 26
Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten
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Kotabaru tanggal 11 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai
dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Abdul hamid bin Mah Munding, tempat dan tanggal lahir, Sepagar, 27
Juli 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Perangkat Desa, bertempat tinggal di Jalan Raya Lontar No. 84 RT. 03
RW. 02, Desa Sepagar, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten
Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
atau kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar
kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah saling mengunjungi;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat lagi karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Hasnah binti Dullah, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Seloka, 25 Juli
1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Lontar No. 84 RT. 03 RW. 02,
Desa Sepagar, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar
kepada Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 7 (tujuh)
bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka
sidang yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada gugatan
dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan
rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat
(1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan

upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi
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sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim
mediator Siti Fatimah, S.H.l., M.H. .tidak mencapai kesepakatan perdamaian,
oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh
Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak Januari 2019 antara Penggugat
dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor
penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tempramental
dan kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sudah 3 kali menyerahkan
Penggugat kepada orang tuanya dan puncaknya terjadi pada April 2020
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga
sekarang selama 7 (tujuh) bulan lebih;

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan jawaban di persidangan atas
dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban di
persidangan, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah
gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang
saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat
sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah
antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar
untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang
dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang
dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan,
oleh karena itu dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar kepada
Penggugat;

4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah saling mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
secara sah;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar kepada
Penggugat;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 7 (tujuh)
bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah saling mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam;

1. Figh Sunnah Jilid 1l halaman 90 :

O bl ol g A Blay Y Lae AN OIS 5 2 55l ol e gl A3l Ay ol ol Walses < 1)

Al dalls oaldl) gl lagin #3laY) (e (oaldll jae 5 Ll

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang

kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh

Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'’in”.

2. Kitab Ghoyatul Maram:

dalh ) ade 3l Lea g3t A g 30 A ) ane 130 1Y)
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Artinya : “Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim
diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri

dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan
demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal
119 ayat ( 2 ) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat bin XXXXXXXX)

terhadap Penggugat (Penggugat binti XXXXXXxXXXxXx);

3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kotabaru pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh H. Riduan,
S.Ag sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.l., M.H. dan Azhar Nur Fajar
Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad
Fajar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H. H. Riduan, S.Ag

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan . Rp. 2.000.000,00
4. Pnbp Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi . Rp. 10.000,00
6. Meterai . Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 2.116.000,00

(dua juta seratus enam belas ribu rupiah)
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